Ringkasan PP 8 Tahun 2025
Penempatan Wajib DHE SDA untuk
Eksportir Diubah

Pada tahun 2023, pemerintah mengenalkan kerangka regulasi yang secara
khusus mengatur Devisa Hasil Ekspor (“DHE”) yang berasal dari kegiatan
pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan yang secara khusus terkait
dengan sumber daya alam (“SDA”) dengan menerbitkan Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 2023 (“PP 36/2023"). Pada intinya, PP 36/2023
mewajibkan seluruh eksportir SDA yang memperoleh pendapatan dari ekspor
barang berbasis SDA (yaitu yang bergerak di sektor pertambangan, pertanian,
kehutanan, dan perikanan) (secara bersama-sama disebut “Eksportir SDA”)
untuk menempatkan DHE SDA mereka dalam jumlah minimum tertentu untuk
jangka waktu tertentu. Selain itu, DHE SDA tersebut harus ditempatkan pada
instrumen moneter dan/atau keuangan tertentu (secara bersama-sama disebut
‘Instrumen”).

Namun, dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi
Indonesia secara keseluruhan, pemerintah kini telah memutuskan untuk
mengubah PP 36/2023 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2025 (“Amandemen”), yang akan mulai berlaku pada 1 Maret
2025. Amandemen ini kini telah menyesuaikan jumlah penempatan, periode,
dan Instrumen yang diwajibkan, dan juga telah mengenalkan penggunaan
penempatan yang diizinkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi kali ini merangkum berbagai
ketentuan baru yang dikenalkan dalam Amandemen, khususnya yang
berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Penyesuaian Jumlah dan Periode Penempatan DHE SDA;
2. Instrumen Penempatan yang Diperjelas; dan
3. Penggunaan DHE SDA

Penyesuaian Jumlah dan Periode Penempatan DHE SDA

Berdasarkan PP 36/2023, eksportir SDA wajib menempatkan DHE SDA
mereka ke rekening DHE khusus (“Rekening Khusus”) berdasarkan total nilai
ekspor yang relevan, sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean
Ekspor (“PPE”). Secara khusus, total nilai ekspor yang berjumlah minimum
US$ 250.000 (atau ekuivalennya) wajib ditempatkan ke Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (“LPEI”) dan/atau bank yang menyediakan layanan valuta
asing (“Bank”). Sementara itu, untuk nilai ekspor di bawah US$ 250.000 (atau
ekuivalennya), penempatan dapat dilakukan secara sukarela.

Meskipun tetap mempertahankan persyaratan rekening DHE khusus,
Amandemen tersebut kini telah menghapus ketentuan penempatan sukarela.
Akibatnya, semua eksportir SDA, terlepas dari nilai ekspor mereka, kini tunduk



pada penempatan wajib, termasuk mereka yang memiliki nilai ekspor di bawah
US$250.000.

Selain itu, PP 36/2023 mewajibkan setidaknya 30% dari DHE SDA yang
disetorkan, sebagaimana diuraikan di atas, untuk disimpan selama jangka
waktu minimum tiga bulan setelah penyetorannya. Namun, Amandemen
tersebut kini telah merevisi persyaratan ini berdasarkan sektor industri,
sebagaimana dirinci dalam tabel di bawabh ini:

Industri Terkait Jumlah dan Periode Penempatan Minimum

Pertambangan (selain minyak 100% untuk jangka waktu minimum 12 bulan
dan gas bumi), pertanian,
kehutanan dan perikanan

Minyak dan gas bumi Minimum 30% untuk jangka waktu minimum
tiga bulan

Kewajiban bagi eksportir SDA untuk menyetorkan DHE SDA sesuai dengan
ketentuan yang telah disesuaikan di atas berlaku bagi DHE SDA yang
disetorkan ke Rekening Khusus setelah Amandemen ini mulai berlaku, tanpa
memperhatikan apakah tanggal PPE yang bersangkutan jatuh sebelum atau
sesudah Amandemen ini diberlakukan.

Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa setiap eksportir SDA yang tidak
mematuhi persyaratan revisi yang diuraikan di atas akan dikenakan sanksi
administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor.

Instrumen Penempatan yang Diperjelas

Sebelumnya, PP 36/2023 mengizinkan eksportir SDA untuk menempatkan
dana Rekening Khusus ke dalam instrumen yang tersedia berikut ini:

1. Rekening Khusus di LPEI dan/atau Bank;

2. Instrumen perbankan;

3. Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI; dan/atau
4. Instrumen Bank Indonesia (“BI”)

Namun, Amandemen tersebut kini telah memperjelas bahwa penempatan DHE
SDA dalam Instrumen yang diuraikan dalam poin (2) - (4) di atas tidak dapat
ditarik sebelum tanggal jatuh tempo.

Penggunaan DHE SDA
Baru dikenalkan dalam Amandemen, setiap DHE SDA yang ditempatkan

dalam Rekening Khusus tertentu (yaitu instrumen perbankan, instrumen
keuangan yang diterbitkan oleh LPEI dan instrumen Bl) dapat digunakan oleh



eksportir SDA untuk tujuan tertentu, dengan ketentuan bahwa mereka
menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan. Jenis-jenis penggunaan
yang diizinkan dan dokumen yang diperlukan terkait diuraikan dalam tabel
berikut:

Tujuan Penggunaan Dokumen yang Diperlukan

Konversi ke Rupiah melalui Bank -

Pembayaran dalam bentuk valuta asing
atas kewajiban pajak, penerimaan
negara bukan pajak, dan kewajiban

kepada pemerintah lainnya sesuai
dengan Peraturan Perundang- | Bukti Penggunaan DHE SDA
Undangan yang berlaku

Pembayaran dividen dalam bentuk
valuta asing

Pengadaan barang dan jasa dalam
bentuk valuta asing, termasuk bahan 1.
baku, bahan penolong, atau barang
modal yang memenuhi salah satu 2.
kondisi berikut: 1) Belum tersedia di

Bukti penggunaan DHE SDA;
dan

Surat pernyataan dari eksportir
SDA terkait yang menegaskan

dalam negeri; 2) Tidak tersedia di
dalam negeri; 3) Sebagian tersedia di
dalam negeri; atau 4) Tersedia di dalam
negeri  tetapi  tidak = memenuhi
spesifikasi dalam negeri

penggunaan barang atau jasa,
menegaskan kebenaran informasi
yang diberikan, dan mengakui
adanya kemungkinan  pihak
terkait dikenakan sanksi sesuai

dengan Peraturan Perundang-
Pembayaran kembali atas pinjaman undangan yang berlaku.
untuk pengadaan barang modal dalam

bentuk valuta asing

Poin Penting

Kerangka yang telah direvisi untuk kewajiban penempatan DHE SDA Kkini
mewajibkan semua eksportir SDA untuk melakukan penempatan terlepas dari
nilai ekspor yang relevan, menghilangkan ketentuan penempatan secara
sukarela, dan mengenalkan periode penempatan minimum khusus untuk
sektor tertentu. Selain itu, kerangka baru ini juga memperjelas bahwa setiap
dana yang ditempatkan pada instrumen keuangan tertentu tidak dapat ditarik
sebelum jatuh tempo dan menetapkan penggunaan DHE SDA yang diizinkan
secara spesifik, dengan tunduk pada dokumentasi pendukung. Setiap



ketidakpatuhan terhadap persyaratan baru ini dapat mengakibatkan
penangguhan pelayanan ekspor.



